
 

 
BUPATI BUTON 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON 
NOMOR 27 TAHUN   2013 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON                      
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, 

BAPPEDA, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BUTON, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dibidang perizinan, perlu dibentuk unit pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu di daerah;  

  b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, maka sesuai 
ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata 
Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, jabatan 
struktural dibawah Inspektur Pembantu dihapus; 

  c. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, dan 
Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta dalam rangka 
tertib administrasi, standarisasi, dan tata kerja Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Produksi di daerah, perlu dibentuk Kantor 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; 

  d. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, huruf b, 
dan huruf c, serta berdasarkan hasil evaluasi dan 
pertimbangan kebutuhan organisasi, Peraturan Daerah 
Kabupaten Buton  Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis 
Daerah, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 
Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 

SALINAN 



  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724);      

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4452); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4741); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 
Polisi Pamong Praja; 

  11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; 



  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan 
Terpadu  di Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan 
Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di 
Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praja; 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom; 

 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON 
 

dan 
 

BUPATI BUTON 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA, DAN 
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan  Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2011 Nomor 4), 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 Angka 13 dan Angka 15 diubah dan 

ditambah 2 (dua) Angka baru, yaitu Angka 18 dan Angka 19, 
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
 
 



Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton. 
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang 

selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah  Kabupaten Buton. 

5. Perangkat Daerah adalah  Perangkat Daerah  Kabupaten 
Buton yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, 
Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Daerah dan Lembaga 
Teknis Daerah. 

6. Sekretariat adalah Sekretariat Lembaga Teknis Lingkup 
Kabupaten Buton. 

7. Sekretaris adalah Sekretaris Lembaga Teknis Lingkup 
Kabupaten Buton. 

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi 
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 
Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. 

10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton. 

11. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kabupaten Buton. 
12. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton. 
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Buton. 
14. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan 

Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton. 
15. Badan  Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu  Kabupaten Buton. 

16. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Kabupaten 
Buton. 

17. Sekretariat KORPRI adalah Sekretariat KORPRI Kabupaten 
Buton. 

18. Kantor Pengelola Aset Daerah adalah Kantor Pengelola Aset 
Daerah Kabupaten Buton. 

19. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa, yang 
selanjutnya disebut Kantor KPHP Lakompa adalah Kantor 
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa Kabupaten 
Buton. 
 

 
 
 



2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1), angka 5), dan 
angka 6), huruf c angka 1) dan angka 3) diubah, dan ditambah 
2 (dua) angka baru yaitu angka 6) dan angka 7), dan ayat (3) 
diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:   

 
Pasal 2 

 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata 
Kerja  Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah 
Kabupaten Buton, yang terdiri dari:   

 

a. Inspektorat; 
b. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari: 

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
2) Badan Lingkungan Hidup; 
3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan 

Desa; 
4) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan; 
5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 
6) Badan Pengelola Keuangan Daerah; 
7) Badan Komunikasi, Informatika, PDE, Arsip dan 

Perpustakaan; 
8) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,  Perikanan,   

Kehutanan dan Ketahanan Pangan; 
9) Badan Penelitian dan Pengembangan; 

10) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat; dan 
11) Rumah Sakit Umum Daerah; 

 

c. Lembaga lain yang merupakan bagian Perangkat Daerah, 
terdiri dari: 

1) Satuan Polisi Pamong Praja;  
2) Badan Penanggulangan Bencana; 
3) Badan  Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu; 
4) Kantor Penghubung; 
5) Sekretariat KORPRI; 
6) Kantor Pengelola Aset Daerah; dan 
7) Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi 

Lakompa. 
 

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, 
Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian 
dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 
 

(3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda, dan 
Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran 
XIX Peraturan Daerah ini. 

 
 

3. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dihapus, 
sehingga Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 berbunyi 
sebagai berikut: 

 



Pasal 8 
Dihapus 

 
Pasal 9 
Dihapus 

 
Pasal 10 
Dihapus 

 
Pasal 11 
Dihapus 

 
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g dihapus, ayat (2), dan ayat 

(3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 12 
 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1), terdiri 
atas: 
 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Ekonomi;  
d. Bidang Sosial Budaya; 
e. Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah; 
f. Bidang Statistik dan Evapor; 
g. Dihapus;  
h. Kelompok jabatan Fungsional.  

 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf 
d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Badan. 
 

5. Ketentuan Pasal 18 dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

                     Pasal 18 
 
                         Dihapus 

 
 

6. Ketentuan Bab IV Bagian Keenam Pasal 36 ayat (1) huruf c, 
huruf d, dan huruf e, ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Bab 
IV Bagian Keenam Pasal 36 berbunyi sebagai berikut: 
 

 
 
 
 
 



Bagian Keenam 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

 
Pasal 36 

 

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 5), terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat ; 
c. Bidang Bina Ideologi  Wawasan Kebangsaan dan Politik; 
d. Bidang Kewaspadaan Nasional; 
e. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, 

Kemasyarakatan dan Ekonomi; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 
 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf 
d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Badan. 

 

 
7. Ketentuan Pasal  37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 37 
 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 
huruf b, terdiri dari: 
 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 
 
 

8. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal   38 

 
(1) Bidang Bina  Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Politik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf  c, 
terdiri dari: 
a. Sub Bidang Bina Ideologi, Implementasi Kebijakan Publik 

dan Pendidikan Politik ; dan 
b. Sub Bidang Kelembagaan Parpol, Fasilitasi Pemilu dan 

Wawasan Kebangsaan. 
 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi, 
Wawasan Kebangsaan dan Politik. 



9. Ketentuan  Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai  
berikut: 

 
Pasal 39 

 

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, terdiri dari: 
 

a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang 
Asing dan Lembaga Asing; dan 

b. Sub Bidang Penanganan Konflik. 
 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan 
Nasional. 

 
10. Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40, ditambah dan 

disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 39.A, yang berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal   39.A 

 

(1) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan 
dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 
(1) huruf e, terdiri dari: 
a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan 
b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan 

Ekonomi. 
 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni, 
Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.  

 
11. Ketentuan Bab IV Bagian Ketujuhdiubah, Pasal 40 ayat (1) 

huruf f dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Bab IV 
Bagian Ketujuh Pasal 40 berbunyi sebagai berikut: 

 
Bagian Ketujuh 

Badan Pengelola Keuangan Daerah 
 

Pasal 40 

(1) Badan Pengelola Keuangan Daerah, terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Anggaran; 
d. Bidang Perbendaharaan; 
e. Bidang Akuntansi;  
f. dihapus;  
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

 



(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf 
d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Badan. 

 

12. Ketentuan Pasal 45 dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 45 
Dihapus 

 
 

13. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, huruf e 
dihapus, ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 57 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 57 

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan,terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretriat; 
c. Bidang Kelitbangan Sumber Daya Alam, Data, dan 

Statistik; 
d. Bidang Kelitbangan Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, 

dan Sosial Budaya; 
e. dihapus; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

(3) Bidang sebagaimanadimaksud  pada  ayat (1) huruf c, dan 
huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
dibawah dan bertanggunjawab langsung kepada Kepala 
Badan. 

 
 

14. Ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 59 dan 
Pasal 60 berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 59 

(1) Bidang Kelitbangan Sumber Daya Alam, Data, dan Statistik, 
terdiri dari 

a. Sub Bidang Survey Dasar, Kajian dan Analisis Potensi 
Sumber Daya Alam, Data dan Statistik; dan 

b. Sub Bidang Perekayasaan, Pengembangan, dan 
Pemanfaatan Teknologi. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelitbangan Sumber 
Daya Alam, Data, dan Statistik. 

 

 

 



Pasal 60 

(1) Bidang Kelitbangan Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, dan 
Sosial Budaya, terdiri dari: 

a. Sub Bidang Kajian dan Analisis Pemerintahan, 
Pembangunan, dan Aparatur; 

b. Sub Bidang Kajian dan Analisis Ekonomi, Keuangan, dan 
Sosial Budaya. 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang  Kepala Sub  Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelitbangan 
Pemerintahan, Ekonomi, Keuangan, dan Sosial Budaya. 

 
15. Ketentuan Pasal 61 dihapus, sehingga Pasal 61 berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 61 
Dihapus 

 
16. Ketentuan Bab IV Bagian Ketigabelas Pasal 72 ayat (1) huruf c, 

huruf d, dan ayat (2) diubah, sehingga Bab IV Bagian 
Ketigabelas Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: 

 
Bagian  Ketigabelas 

Satuan  Polisi  Pamong  Praja 
 

Pasal 72 
 
(1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1), terdiri atas: 
 

a. Kepala  Satuan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah; 
d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan  

Sumber Daya Aparatur; 
e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. 

 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf 
d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 
Satuan. 

 
 

17. Ketentuan Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 diubah, 
sehingga Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 berbunyi 
sebagai berikut: 
 

 
 



Pasal 73 
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) 

huruf b, terdiri dari: 
a. Sub Bagian Program; 
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

 
 

Pasal 74 
 

(1) Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, terdiri dari: 
a. Seksi  Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan 
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 

 

(2) Seksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk 
Hukum Daerah. 

 
 

Pasal 75 
 
(1) Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan 

Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
72 ayat (1) huruf d, terdiri dari: 

 

a. Seksi  Operasi, Pengendalian,  dan Pelatihan Dasar;dan 
b. Seksi Teknis Fungsional dan  Kerjasama. 

 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, 
Ketenteraman Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur. 

 
 

Pasal 76 
 

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e, terdiri dari: 
 

a. Seksi  Satuan Linmas; dan 
b. Seksi  Bina Potensi Masyarakat. 

 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan 
Masyarakat. 
 
 
 

18. Ketentuan Bab IV Bagian Kelimabelas Pasal 82diubah, sehingga 
Bab IV Bagian Kelimabelas Pasal 82 berbunyi sebagai berikut: 
 

 
 



Bagian Kelimabelas 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  

Perizinan Terpadu Satu Pintu 
 

Pasal 82 
 

(1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
huruf c angka 3), terdiri atas: 
 

a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Perizinan; 
d. Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat; 
e. Bidang Penanaman Modal; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang  berada dibawah dan 
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan. 
 

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Badan. 

 
 

19. Diantara Ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83, ditambah dan 
disisipkan 4 (empat) Pasal baru, yaitu Pasal 82.A, Pasal 82.B, 
Pasal 82.C, dan Pasal 82.D, yang berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 82.A 
 

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) 
huruf b, terdiri dari: 
 

a. Sub Bagian Penyusunan Program; 
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. 

 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Sekretaris. 

 
Pasal 82.B 

 

(1) Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 
ayat (1) huruf c,terdiri dari: 
a. Sub Bidang Pelayanan; dan 
b. Sub Bidang Penerbitan Izin. 

 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perizinan. 

 
 
 
 



Pasal 82.C 
 

(1) Bidang Publikasi dan Pengaduan Masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d,terdiri dari: 
 

a. Sub Bidang Informasi dan Publikasi; dan 
b. Sub Bidang Pengaduan Masyarakat. 

 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Publikasi dan 
Pengaduan Masyarakat. 

 
Pasal 82.D 

 

(1) Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 82 ayat (1) huruf e,terdiri dari: 
 

a. Sub Bidang sarana dan Hubungan Kelembagaan; dan 
b. Sub Bidang Promosi Investasi. 

 

(2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepala Kepala Bidang Penanaman Modal. 
 
 

20. Ketentuan Bab IV ditambah 2 (dua) Bagian, yaitu Bagian 
Kedelapanbelas dan Bagian Kesembilanbelas, dan di antara 
Pasal 84 dan Pasal 85 ditambah dan disisipkan 2 (Dua) Pasal 
baru, yaitu Pasal 84.A, dan Pasal 84.B, yang berbunyi sebagai 
berikut:  
 

Bagian Kedelapanbelas 
Kantor PengelolaAset Daerah 

 
Pasal 84.A 

 
(1) Kantor Pengelola Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 6), terdiri atas: 
 

a. Kepala Kantor; 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pengadaan; 
d. Seksi Pemanfaatan dan Penilaian Barang Daerah; 
e. Seksi Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Daerah; 

dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala 
Kantor. 
 

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, 
dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada 
Kepala Kantor. 

 
 



Bagian Kesembilanbelas 
Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa 

 
Pasal 84.B 

 

(1) Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Lakompa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 
7), terdiri atas: 
a. Kepala Kantor;  
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan; 
d. Seksi Produksi, Rehabilitasi, dan Investasi; dan 
e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 

 

(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan 
huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada 
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor. 
 
 

16. Ketentuan Pasal 100 ayat (5), ayat (6), dan ayat (8) diubah, 
sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 100 

 

(1) Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam  
jabatan struktural dilingkungan Lembaga Teknis Daerah, 
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Kantor diangkat dan 
diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. 

(3) Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Satuan adalah Eselon 
II.b. 

(4) Direktur Rumah Sakit Umum  Daerah adalah Eselon  III.a. 
(5) Kepala Kantor, Sekretaris Badan, dan Sekretaris dan 

Inspektur Pembantu pada Inspektorat adalah Eselon  III.a. 
(6) Kepala  Bidang pada Badan, Kepala Bidang dan Sekretaris 

pada Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala  Bidang dan 
Kepala Bagian  pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah 
Eselon III.b. 

(7) Sekretaris KORPRI Kabupaten Buton adalah Eselon III.b. 
(8) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bidang 

lingkup Lembaga Teknis Daerah adalah Eselon IV.a. 
(9) Pejabat  Eselon III dan Eselon IV dilingkungan Lembaga 

Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usul Kepala   SKPD melalui Sekretaris Daerah. 

(10) Formasi danpersyaratan  jabatan  Lembaga  Teknis Daerah  
ditetapkan  dengan   Peraturan Daerah, sesuai pedoman 
yang ditetapkan oleh Pemerintah.    

 



18. Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 ditambah dan disisipkan 1 
(satu) Pasal baru, yaitu Pasal 101.A, yang berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 101.A 
 

Segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Buton, sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. 

 

Pasal II 
 

 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Buton. 

 

 Ditetapkan   di    P a s a r w a j o 
 pada tanggal 13 November 2013 
 

          BUPATI BUTON, 
 

                CAP/TTD 
 

      SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 

Diundangkan  di P a s a r w a j o 
pada tanggal 14 November  2013 
 

SEKRETARIS  DAERAH  KABUPATEN, 
 

                       CAP/TTD   
     

    dr. H. ZUHUDDIN KASIM, MM  
     PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d                                   
     Nip. 19600917 198902 1 001 
    

 
 

 

 
 

 

 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2013  NOMOR 83 SERI D 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BUTON, 

 
 
 

LA AMIRI, SH.,MH 
PENATA TK.I, III/d 

NIP. 19591231 198601 1 039 



 
 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT KABUPATEN BUTON 

    

INSPEKTUR 

    LAMPIRAN  I   PERATURAN DAERAH  
  NOMOR  : 27 TAHUN 2013 
  TANGGAL  : 13 NOVEMBER  2013 

        
                      
                      
              SEKRETARIAT    
    KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
           

                
                                

                  SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

EVALUASI 

 SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN                     

                               

                      
                      

  INSPEKTUR  
PEMBANTU I 

   INSPEKTUR  
PEMBANTU II 

     INSPEKTUR  
PEMBANTU III 

   INSPEKTUR  
PEMBANTU IV 

 

             
               

 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

    
KEPALA BADAN 

    LAMPIRAN  II  PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27  TAHUN  2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 KABUPATEN BUTON        

                       
                      
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

  
       

SEKRETARIAT 
    

      
 

          

                        
                  

                  SUB BAGIAN 
PENYUSUNAN  

PROGRAM  

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN                    

                       
                      
                      
                     

  

BIDANG EKONOMI 

  

BIDANG SOSIAL BUDAYA 

 

 

  BIDANG SARANA, 
PRASARANA, DAN 
PENGEMBANGAN 

WILAYAH 

  
BIDANG STATISTIK DAN 

EVAPOR 

 

          

                        
                 
  

SUB BIDANG PERINDAG, 
KOPERASI, UKM DAN 
PENANAMAN MODAL 

  
SUB BIDANG 

PEMERINTAHAN DAN 
TRANTIB 

  

 

  
SUB BIDANG 

PERMUKIMAN DAN 
PRASARANA WILAYAH 

  

SUB BIDANG STATISTIK 

 
           
  

 
         

  
                
  

SUB BIDANG 
NAKERTRANS DAN 

SUMBER DAYA ALAM 

  SUB BIDANG SDM, 
KEBUDAYAAN, 

PARIWISATA DAN 
PERLINDUNGAN SOSIAL 

  

 

  
SUB BIDANG 

PENGEMBANGAN 
WILAYAH 

  

SUB BIDANG EVALUASI 
DAN PELAPORAN 

 
           
           

 
                        

 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP  

    
KEPALA BADAN 

    LAMPIRAN  III  PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN   2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 KABUPATEN BUTON        

                      
                      
              

SEKRETARIAT 
    

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

            

                         
                 

                  SUB BAGIAN 
PROGRAM DAN 

EVAPOR 

  SUB BAGIAN   
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

  SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 

                       
                                            
                          

                      
                    

  BIDANG ANALISIS 
PENCEGAHAN DAMPAK 

LINGKUNGAN 

   
BIDANG  PENGAWASAN 

    BIDANG  PEMULIHAN 
LINGKUNGAN 

  BIDANG  ANALISIS 
LABORATORIUM 

 

            

                     
               
  SUB BIDANG TEKNIS 

AMDAL DAN AUDIT 
LINGKUNGAN 

   SUB BIDANG PENGAWASAN 
PEMANTAUAN DAN 

PENGENDALIAN 

     SUB BIDANG PEMULIHAN 
KUALITAS LINGKUNGAN 

  SUB BIDANG 
PENGENDALIAN MUTU 

 
             
             
                     

  SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN 

KELEMBAGAAN DAN 
KAPASITAS 

   

SUB BIDANG PERIZINAN 

     

SUB BIDANG PENYULUHAN 

  
SUB BIDANG 

PENGENDALIAN TEKNIS 

 

             
            

                     

            UPTB           
                    

 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  

    
KEPALA BADAN 

    LAMPIRAN  IV  PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27  TAHUN    2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BUTON        

                      
                      
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

  
       

SEKRETARIAT 
    

      
 

          

                        
                 

                 SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

EVAPOR 

  SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN                     

                      
                      
                      

  
BIDANG PEMERINTAHAN 

DESA  

   BIDANG SOSIAL BUDAYA 
DAN PEMBERDAYAAN 

KELUARGA 

     
BIDANG USAHA EKONOMI 

MASYARAKAT 

   BIDANG KELEMBAGAAN, 
SUMBER DAYA ALAM 

DAN TEKNOLOGI TEPAT 
GUNA 

 

              

                      
               
  SUB BIDANG 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN DESA 

   SUB BIDANG 
KESEJAHTERAAN SOSIAL 

BUDAYA DAN TENAGA 
KERJA PEDESAAN 

     SUB BIDANG USAHA 
PERKREDITAN DAN SIMPAN 

PINJAM MASYARAKAT 

   SUB BIDANG LEMBAGA 
KEMASYARAKATAN DAN 

PENGEMBANGAN 
KAWASAN PEDESAAN 

 
              
  

 
            

                  
  

SUB BIDANG 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DESA 

   SUB BIDANG 
PEMBERDAYAAN DAN 

KESEJAHTERAAN 
KELUARGA 

     
SUB BIDANG EKONOMI 

PEDESAAN, PRODUKSI DAN 
PEMASARAN 

   SUB BIDANG 
PEMANFAATAN SUMBER 

DAYA ALAM DAN 
TEKNOLOGI TEPAT 

GUNA 

 
              
              

                    

 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA DAN 

    
KEPALA BADAN 

 

    LAMPIRAN  V   PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN 2013 
 TANGGAL :13 NOVEMBER 2013 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN BUTON        

                      
                      
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

        
SEKRETARIAT 

    
                
                        
                  
                 

SUB. BAGIAN UMUM 
DAN RUMAH 

TANGGA 
  

SUB BAGIAN 
SARANA DAN 

PERLENGKAPAN 
  

SUB. BAGIAN 
HUKUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

                             
                      
                      
                     

  BIDANG KB DAN KS    BIDANG PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN        BIDANG BINA PROGRAM 

                  
             
   

SUB BIDANG 
KELUARGA 

BERENCANA 

   SUB BIDANG 
PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN 

       SUB BIDANG  
PERENCANAAN PROGRAM 

DAN KEUANGAN 

            

               
   

SUB BIDANG 
KELUARGA SEJAHTERA 

   SUB BIDANG 
PERLINDUNGAN ANAK 

       SUB BIDANG  
PELAPORAN DAN 

STATISTIK 
            

                
  

     
 

UPTB 
 

    

                
                

 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

 
CAP/TTD 

 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITK 

    
KEPALA BADAN 

    LAMPIRAN VI  PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN  2013 
 TANGGAL : 13  NOVEMBER    2013 KABUPATEN BUTON        

                     
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

  
       

SEKRETARIAT 
    

      
 

          

                        
                 

                  SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

 

 

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN                    

                      
                      
               

  BIDANG BINA IDEOLOGI 
WAWASAN KEBANGSAAN 

DAN POLITIK 

  

 

  
BIDANG KEWASPADAAN 

NASIONAL  

  

 

  BIDANG KETAHANAN 
SENI, BUDAYA, AGAMA, 
KEMASYARAKATAN DAN 

EKONOMI 

 

           

              
     

 
    

 
  

  
SUB BIDANG BINA 

IDEOLOGI 
IMPLEMENTASI 

KEBIJAKAN PUBLIK DAN 
PENDIDIKAN POLITIK 

    
SUB BIDANG 

KEWASPADAAN DINI 
DAN PENGAWASAN 
ORANG ASING DAN 
LEMBAGA ASING 

 

  

SUB BIDANG 
KETAHANAN SENI DAN 

BUDAYA 

 
        
  

 
      

 

           
  SUB BIDANG 

KELEMBAGAAN PARPOL, 
FASILITASI PEMILU DAN 
WAWASAN KEBANGSAAN 

   SUB BIDANG 
PENANGANAN KONFLIK 

  SUB BIDANG 
KETAHANAN AGAMA, 

KEMASYARAKATAN DAN 
EKONOMI 

 
        
         

  
                   

 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

    

KEPALA BADAN 

    LAMPIRAN  VII  PERATURAN DAERAH 
  NOMOR : 27 TAHUN 2013  
  TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 

KABUPATEN BUTON        
                      
                      
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

  
       

SEKRETARIAT 
    

      
 

          

                        
                 

                 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 SUB BAGIAN KEUANGAN 
DAN PERLENGKAPAN 

 SUB BAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

EVALUASI                    

                       
                      
                      
                      

  BIDANG ANGGARAN      BIDANG PERBENDAHARAAN      BIDANG AKUNTANSI  

         
                      
                 
  

SUB BIDANG 
PERENCANAAN ANGGARAN 

   

  SUB BIDANG BELANJA   

   
SUB BIDANG 

AKUNTANSI UMUM 

 
         
  

 
       

                  
  SUB BIDANG EVALUASI 

ANGGARAN DAN DPA 

   
  SUB BIDANG VERIFIKASI   

   SUB BIDANG 
PERHITUNGAN DAN 

PELAPORAN 

 
         
         
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN KOM.INFO, PDE ARSIP DAN  PERPUSTAKAAN 

    
KEPALA BADAN 

 

    LAMPIRAN  VIII  PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN   2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 KABUPATEN BUTON        

                      
                      
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

        
SEKRETARIAT 

    
                
                        
                  
                 

SUB. BAGIAN 
PERENCANAAN   

SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

  SUB. BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

                             
                      
                      
                     

  BIDANG INFOKOM    BIDANG PDE DAN ARSIP        
BIDANG 

PERPUSTAKAAN  

                  
             
   

SUB BIDANG HUMAS, 
MEDIA CETAK, RADIO 

DAN TV 
 

   
SUB BIDANG PENGOLAHAN 

DATA ELEKTRONIK DAN 
TELEMATIKA 

       

SUB BIDANG PELAYANAN 
TEKNIS PERPUSTAKAAN 

            

               
   

SUB BIDANG MEDIA 
PERFILEMAN DAN 

PENERANGAN UMUM 
 

   

SUB BIDANG PENGOLAHAN 
DATA KEARSIPAN  

       
SUB BIDANG PELAYANAN 
DAN PEMBINAAN MINAT 

BACA 

  

   

     

  

                
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PELAKSANA  PENYULUHAN PERTANIAN, 
PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN 
KABUPATEN BUTON  

   

KEPALA BADAN 

   LAMPIRAN  IX PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN  2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 

               
                      
                      
              

SEKRETARIAT 
    

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

            
                   
                          

                    
SUB BAGIAN 

PERENCANAAN 
EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

 SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN                       

                      
                      
                    

  
BIDANG  INFORMASI 

PENYULUHAN PERTANIAN 
PERIKANAN, DAN 

KEHUTANAN 

   
BIDANG KELEMBAGAAN 

PENYULUHAN PERTANIAN, 
PERIKANAN DAN 

KEHUTANAN 

    
BIDANG SARANA DAN 

PRASARANA PENYULUHAN 
PERTANIAN, PERIKANAN 

DAN KEHUTANAN 

  BIDANG KETAHANAN 
PANGAN            

                   
                    
  

SUB BIDANG 
PENGKAJIAN TEKNOLOGI 

   
SUB BIDANG PROGRAMA 

DAN MONEV PENYULUHAN 

     SUB BIDANG 
PENGEMBANGAN SARANA 

DAN PRASARANA 
PENYULUHAN 

  SUB BIDANG 
KETERSEDIAAN DAN 
KERAWANAN PANGAN 

            
            

                         
  SUB BIDANG INFORMASI 

DAN METODOLOGI 
PENYULUHAN 

   SUB BIDANG 
KELEMBAGAAN DAN 
KETENAGAAN SDM 

PENYULUHAN 

     SUB BIDANG PELAYANAN 
SARANA DAN PRASARANA 

PENYULUHAN 

  SUB BIDANG DISTRIBUSI, 
KONSUMSI DAN 

KEAMANAN PANGAN 

            
           

                   
         UPT 

BADAN 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

    
KEPALA BADAN 

    LAMPIRAN   X   PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN  2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 KABUPATEN BUTON        

                       
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

  
       

SEKRETARIAT 
    

      
 

          

                        
                  

                  SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 
DAN EVAPOR 

 SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN                    

                       
                      
             

  
BIDANG KELITBANGAN SUMBER 

DAYA ALAM, DATA DAN STATISTIK 

  

 

  

 

  

 

  BIDANG KELITBANGAN 
PEMERINTAHAN, 

EKONOMI, KEUANGAN 
DAN SOSIAL BUDAYA 

 

           

              
     

 
   

 
   

  SUB BIDANG SURVEY DASAR, 
KAJIAN DAN ANALISIS POTENSI 

SUMBER DAYA ALAM, DATA DAN 
STATISTIK 

   

 
 
 
 

  SUB BIDANG KAJIAN 
DAN ANALISIS 

PEMERINTAHAN, 
PEMBANGUNAN DAN 

APARATUR 

 
        
  

 
     

 

         
   

SUB BIDANG PEREKAYASAAN, 
PENGEMBANGAN DAN 
PEMANFAATAN TEKNOLOGI 

 

     SUB BIDANG KAJIAN 
DAN ANALISIS 

EKONOMI, KEUANGAN, 
DAN SOSIAL BUDAYA 

 
        
         

  

 
 
 
 
 
 
 

 BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



STRUKTUR ORGANISASI   
KEPALA BADAN 

  LAMPIRAN XI   PERATURAN DAERAH 
  NOMOR : 27 TAHUN 2013 
  TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT 
KABUPATEN BUTON     

                   
                    
     KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
         

SEKRETARIAT 
     

                   
                         
                                           
                 SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN 
 

 
 SUB BAGIAN 

KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN                    

                         
                         
                  
                  
                    
  BIDANG UMUM DAN 

PERENCANAAN 
   

 BIDANG PENGADAAN DAN 
MUTASI PEGAWAIA  

  
 BIDANG DIKLAT  

      
               
                                                             
                                                              

    
 

SUB BIDANG UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN     

 SUB BIDANG KEPANGKATAN, 
MUTASI BID. I DAN 

PENGADAAN 
       

 
SUB BIDANG 

PENGEMBANGAN         
   

                                                              

    
 SUB BIDANG PERENCANAAN 

DAN PENGELOLAAN DATA 
PEGAWAI 

    
 

SUB BIDANG KEPANGKATAN, 
MUTASI BID. II DAN PENSIUN        

 
SUB BIDANG DIKLAT         

   

                                                              

 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
 
STRUKTUR ORGANISASI   

DIREKTUR  
  LAMPIRAN XII   PERATURAN DAERAH 

  NOMOR : 27 TAHUN 2013 
  TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
KABUPATEN BUTON     

                   
                    
     KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
         

BAGIAN TATA USAHA 
     

                   
                         
                                           
                 SUB BAGIAN 

KEPEGAWAIAN DAN 
DIKLAT 

 SUB BAGIAN 
KEUANGAN  

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN PERLENGKAPAN                    

                         
                         
                  
                  
                    
  BIDANG PERAWATAN DAN 

PELAYANAN 
   

 BIDANG PENUNJANG MEDIK  
  

 BIDANG BINA PROGRAM  
      

               
                                                             
                                                              

    
 

SEKSI KEPERAWATAN     
 SEKSI LABORATORIUM 

FARMASI DAN RADIOLOGI        
 SEKSI PERENCANAAN DAN 

EVALUASI         
   

                                                              

    
 

SEKSI PELAYANAN MEDIK     
 SEKSI GIZI                                            

DAN LAUNDRY        
 SEKSI DATA                                          

DAN REKAM MEDIS         
   

                                                              

 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

    
KEPALA SATUAN 

    LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN  2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 KABUPATEN BUTON        

                      
                      
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

  
       

SEKRETARIAT 
    

      
 

          

                        
                  

                  SUB BAGIAN 
PROGRAM 

 SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN                    

                       
                      
               

  
BIDANG PENEGAKAN 

PRODUK HUKUM 
DAERAH 

  

 

  BIDANG KETERTIBAN 
UMUM, KETENTRAMAN 

MASYARAKAT DAN 
SUMBER DAYA 

APARATUR 

  

 

  

BIDANG PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

 

           

               
     

 
    

 
   

  
SEKSI PEMBINAAN, 
PENGAWASAN DAN 

PENYULUHAN 

    
SEKSI OPERASI, 

PENGENDALIAN DAN 
PELATIHAN DASAR  

 

  

SEKSI SATUAN LINMAS 

 
        
  

 
      

 

           
  

SEKSI PENYELIDIKAN 
DAN PENYIDIKAN 

   SEKSI TEKNIS 
FUNGSIONAL DAN 

KERJASAMA 

  
SEKSI BINA POTENSI 

MASYARAKAT 

 
        
         

  
                   

 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KEPALA  

   LAMPIRAN XIV  PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27  TAHUN   2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 KABUPATEN BUTON    

                       
                    
     UNSUR PENGARAH  

KEPALA PELAKSANA 
         

     INSTANSI 
PROFESIONAL/AHLI 

          

              
SEKRETARIAT 

    
                 

                    
                          

                    SUB BAGIAN 
PROGRAM, 

PENGOLAHAN DATA 
DAN EVAPOR 

 SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

 SUB BAGIAN 
KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN                       

                               
                   

  BIDANG PENCEGAHAN, 
KESIAPSIAGAAN, 

PENANGANAN DARURAT DAN 
LOGISTIK 

  
BIDANG REHABILITASI DAN 

REKONSTRUKSI 

     
BIDANG PEMADAM 

KEBAKARAN 

   

            

                  
                   
  SUB BIDANG PENCEGAHAN 

DAN KESIAPSIAGAAN 

  
SUB BIDANG REHABILITASI 

      SUB BIDANG PEMADAM 
KEBAKARAN 

   
             
             
                       
  SUB BIDANG PENANGANAN 

DARURAT DAN LOGISTIK 

  
SUB BIDANG REKONSTRUKSI 

      SUB BIDANG PEMELIHARAAN 
SARANA DAN PRASARANA 
PEMADAM KEBAKARAN 

   
             

            
                     
                                   
        UNIT PELAKSANA 

TEKNIS (SATGAS) 

    KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

       
                   

                                   
                                   
                                   

 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
 

STRUKTUR ORGANISASI 
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 

    
KEPALA BADAN 

 

    LAMPIRAN  XV PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN   2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 

KABUPATEN BUTON        
                      
                      
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

        
SEKRETARIAT 

    
                
                        
                  
                 

SUB. BAGIAN 
PENYUSUNAN 

PROGRAM 
  SUB BAGIAN UMUM 

DAN KEPEGAWAIAN   
SUB. BAGIAN 

KEUANGAN DAN 
PERLENGKAPAN 

                             
                      
                      
                          

   BIDANG PERIZINAN   BIDANG PUBLIKASI DAN 
PENGADUAN MASYARAKAT   BIDANG PENANAMAN 

MODAL 

                       
                 
    

SUB BIDANG PELAYANAN  
 SUB BIDANG INFORMASI DAN 

PUBLIKASI 

  SUB BIDANG  
SARANA DAN HUBUNGAN 

KELEMBAGAAN 
       

                    
    

SUB BIDANG PENERBITAN IZIN  
 SUB BIDANG PENGADUAN 

MASYARAKAT 
  SUB BIDANG  

PROMOSI INVESTASI        
                   
            
                
                

 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR  PENGHUBUNG KABUPATEN BUTON 

    
KEPALA KANTOR 

 

     LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN  2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013          

                       
                       
                      

    
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

        
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

     
                 

                         
                   
                 

        

                              
                       
                       
                      

 SEKSI ANTAR LEMBAGA    SEKSI PENGHUBUNG BAUBAU   
SEKSI PENGHUBUNG JAKARTA  

                  
    

 
 

        
             

           
              

              
           
               
            
                 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 

 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



STRUKTUR ORGANISASI 
 

SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN BUTON 
    

PEMBINA 

    LAMPIRAN  XVII  PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN   2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013         

                      
                      
        

SEKRETARIAT KORPRI 

         
                 
                 

                     
                     

    KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

  
     

SUB BAGIAN TATA USAHA 
   

      
 

       

                       
                

                        

                        
                        
                      
                      
                      

  SUB BAGIAN ORGANISASI 
DAN TATALAKSANA  

   
 SUB BAGIAN HUKUM DAN 

HUMAS  
   SUB BAGIAN PROGRAM, 

PENGOLAHAN DATA DAN 
EVAPOR 

 

         

                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



 
STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR  PENGELOLA ASET DAERAH 

    
KEPALA KANTOR 

 

     LAMPIRAN XVIII PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN 2013 
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 KABUPATEN BUTON         

                       
                       
                      

    
KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

        
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

     
                 

                         
                   
                 

        

                              
                       
                       
                      

 SEKSI PENGADAAN    SEKSI PEMANFAATAN DAN PENILAIAN 
BARANG DAERAH   

SEKSI PENGAMANAN DAN 
PEMELIHARAAN BARANG DAERAH 

 

                  
    

 
 

        
             

           
              

              
           
               
            
                 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 

 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 



STRUKTUR ORGANISASI 
KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN 
PRODUKSI LAKOMPA KABUPATEN BUTON 

   

KEPALA KANTOR 

   LAMPIRAN XIX PERATURAN DAERAH 
 NOMOR : 27 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 13 NOVEMBER 2013 

      
                       

               
SUB BAGIAN TATA USAHA 

   
     KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
          

                   
 

     

       

                  

                        

                        
                    
   

 
                   

                        

  SEKSI PENATAAN DAN 
PERLINDUNGAN HUTAN 

    
 

    SEKSI PRODUKSI, 
REHABILITASI,  DAN 

INVESTASI 

  

            

                        
 
 

 
 

 
 
 

 

BUPATI BUTON, 
 

CAP/TTD 
 
SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN 


	27. PERUBAHAN PERDA NO 4 TAHUN 2011
	LAMPIRAN PERDA NOMOR 27 TAHUN 2013

